s

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWES! SELATAN

PERATURAN BUPAT] PINRANG
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

AN PENDIDIKAN FORMAL
DIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] PINRANG,

dalam rangka pelaksanasn tugas teknis o
Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan per
Peraturan Bupat lentang  Pembent
Teknis Satuan Pendidikan Formal &
pada Dinasg Pendidikan dan Kebudayaan;

Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

tentang
Pembentukan Peraturan Perunde.ng-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

<3 Undang~Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Tahun 2014 Nomor ©, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494),

lentang

Pemerintahan Daergh (Lembaran Negara Republik
Indonqsiq:!‘ahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran
Negara :Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang.
Undang Nérmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

»
’



A 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang

Perangkat Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887},

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tzhun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangikat

Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten Pinrang Tahun
2016 Nomor 6]

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS

KEBUDAYAAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1
im Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan |

Jacrah adalah Kabupaten Pinrang.

Supati adalah Bupati Pinrang,

Mnas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. .
iepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupater
tkolah adalah Sekolah Dasar.

#pala Sekolah adalah Kepala Sekolah Dasar.

gru adalah Jabatan Fungsional pada Sekolah Dasar yang diangkat dan
berhentikan oleh Bupati Pinrang,

igas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

ngsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

"\ 1 tugas zdalzh paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan

B2 merupakan upaya pokok yang dilalcukan pemegang jabatan,
1 BAB 1
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORCGANISASE

Bagian Kesatuy
Pembentukan

Pasal 2

igan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksand teknis satuan
adidikan formal Sekolah Dasar Neger: pada Dinas.

#t Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalsh
fofah Dasar yang berada di Kecamatan,

ar unit pelaksana tugas satuan pendidikan formal Sekolah Dasar
#ri sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, tercantum dalam Lampiran |
B meérupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

e —— - -~



g Bagian Kedua
Susunan dan Strukiur Organisasi

- Pasal 3

: f_Susunan organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal
Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dar; -

8. Kepala Sekolah; dan

B, Jabatan Fungsional.
an struktur organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal

:o‘ebag_aimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesaty
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Y
4 Pasal 4
Aepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1|
surafl  a  mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
‘mengoordinasikan Sekolah Dasar Negeri sebagai
@iur pendidikan formal yang menjadi
Perundang-undangan.
patuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat {1}, Kepala
unit pelaksana teknis menyelenggarakan funpsi - ,
L pelaksanaan kebijakan teknis pelaksana pengelolaan Sekolah Dasar
. Negeri;
L pelaksanaan kebijakan teknis péngelolaan
sarana dan prasarana seria Kehumasan;
L pelaksanaan evaluasi dun pelaporan pelaksanaan pengelelgan Sekolah
Dasur Negeri;
b pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis; dan
. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas
~ dan fungsinya,
ncian tugas Kepala unit pelaksana teknis sebagimana dimaksud padi
&t (1), meliputi ;
pSIyUSUn rencana  program  dan  kegiatan  unit pelaksana teknis
'sebagai pedoman pelaksanaan tgas,
b mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas,
. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

ingkup unit pelaksana teknis untuk mengetahui  perkembangan
pelaksanaan tugas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengeloldan
Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan
prasarana serta kehumasan;

mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;

- mengoordinasikan  dan melaksenakan pembinaan guru, tenaga
ungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina
hu kerjasama dan peran serta masyarakat;

mengatur pelaksanaan kegiatan

dalam
jénjang pendidikan pada
kewenangannya sesua: Peraturan

kunikulum, kesiswaarn



J. mengoordinasikan pelaksanaar. kegiatan kerjasama dengan instansi
terkait dan masyarakat;

K. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-uhdangan; dan

1 I, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya,

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
3 1) huruaf b, terdiri dari jabatan fungsional guru dengan berbagai keahlian
(tertentu dan jabatan fungsional pustakawan serta jabatan fungsional lain
-m g ada di sekolah yvang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-
‘undangan.

gabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada  avat (1)
mengajarkan  dan  membimbing satu  atau  lebih  mata  pelajaran

raasarkan kebutuhan pengajaran di sekolah.

2

gabatan fungswnal gury disamping fungsinya sebagal tenaga pengajar
@apat menjadi wali kelas berdasarkan kebutuhan dan bertanggungiawab
-';w da Kepala Sekolah.

abatan  fungsional pustakawan melaksanakan  uperasionalisasi
' ustakadn dan bertanggungiawab kepada Kepala sekolah,

bemukan jenis Jenjang dan jumlah jabatan fungsional lain
aimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati bérdasarkan
tuhan dan beban kerja sesual dengan peraturan perundang-
dangan.

BAB [V
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

}
Pasal 6
unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri,
h pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua ‘
Pengangkatan dan Pémberhentian

. Pasal?
t pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Neger
pa dimaksud dalam Pasal 6, diangkat dan diberhentikan oleh
erdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB YV
TATA KERJA

Pasal 8
8 unit pelaksana teknis, pejabat fungsional dan seluruh personil
umt pelaksana teknis melaksanakan tugas dan fungsi sesual
 kétentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan



P ansip  hierark:, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi,
pmplifikasi, aluntabilitas, transparansi serta efekiifitas dan efisien.

fepala 'unit pelaksana teknis melaksanakan sistem pengendalian internal
ingkungan organisasinya.

la '‘unit pelaksana teknis bertanggungiawab memmpin  dan

gngoordinastkan bawahan dan membertkan peéngarahan serta petunjuk

_;pclaksanaan tugas bawahan. :

gpala unit pelaksana reknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan

embinaan dan pengawasan ierhadap satuin organisasi di bawahnya.

imala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
2 umum vang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesual dengan

gentuan peraturan perundang-undangan.

jala unit pelaksana teknis dan seluruh persont dalam lingkungan unit

sana teknis wajib mematub! perunjuk dan arahan pimpinan, serta

svampaikan laporan secara berkala dan/atau sesual kebutuhan secara

et waktu kepada atasan masing-masing,

el unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melaxukan
sgawasan, pemantauan, pengendalian, dan  evaluasi, serta
pksanakan rapat koordinasi sccara berkala dan/atau  sesual

Fatunan

jala unit pelaksana teknis mengembangkan koordinasi dan kerjasama

sgan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan
sz dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana

BAB V1
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 9

pdinator wilayah kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang
mpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
ning tugasnya sebagai pejabat fungsional.

finator wilayah kecamatan sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan
an di wilayah kenjanya.

ator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
mjuk oleh dan bertanggungjawalb kepada Kepala Dinas.

ah koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayal
fsesuaikan dengan kebutuharn Daerah.

gk mendukung pelaksanaan tugas sebagumana dimaksud pada ayal
oordinator wilayah kecaipatan dapat menggunakan sarand dun
arana seria pegawai/stal yang sebelumnya digunakan oleh Unit
fesena Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
b struktural yang bertugas pada masing-masing Unit Pelaksana Tugas

e didikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati

 melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Kepala Umit Pelaksana
rdasarkan Peraturan Bupati inh.



BAB VLI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
BE8 saal Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang
mor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinos
mdidikan, Pemuda dan Olahraga Kagupaten Pinrang (Berita [

Daerah
paten Pinrang Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak
faku.

Pasal 12

uran Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

F setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturpn
patl ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapk 5P di Pinrang

}

mngkan di Pinrang
Senggal 4 Stawier 208

' ARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

UDDIN

AERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 38
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3. Dasar Negeri 132 Pinrang berkedudukan
23. UPT Sckolah Dasur Negeri 167 Py g berkedudukan
Patampania;
UPT Sekolah Dasar Neperi 183 Pinri, berkedudukan
Patampunua;
UPT Sekolah Dasar Neger: 194 Pinrang berkedudulean
Patampanua,
UPT Sekolah Dasar Negernn 195 Pinrang berkedudukan
Patampanua;
UPT Sekolsh Dasar Negeri 217 Pinrang berkedudukan
Patampanya;
UPT Sekolah Dagar Negeri 218 Pinrang berkedudukan
- Patampanug:
. UPT Sckolah Dasar Negeri 257 Pintang berkedudukun
Patampanua,
- UPT Sckolah Rasar Neperi 258 Pinrang berkedudukan
Patumpuanua:
UPT Sekolah Dasar Negen 259 Pincang berkedudulan
Palampauua,
UPT Sckolah Dagar Negeri 260 Pinrang berkedudykan
Patampanua:
UPT Sekolah Dasar Negeri 209 Morang berkedudukan
Patempanuy:
UPT Sekolah Dasar Negeri 263 Pmrang herkedudulean
mpanua;
Sekolah  Dasa lapres  Sulisal berkedudukan
panua; -
UPT Sekolah Dasar Inpres Padang Loang berkedudukan
Patampanua;
UPT Sekolah Dasar Negen Palita berkedudulan g Kecamatan Patempanua
UPT Sekolah Dasar Neperi 2 wrang  berkedudukan
) panua;
UPT ‘Sekolah Dasar Negeri 29 Pinrang  berkedudukan
Duampanua;
UPT Seckolah Dasar Negeri 30 Pinrang berkedudu ks
. ampanua
42 UP’I‘ Sekolah Dasar Negers 31 Pinrang berkedudulan
Duampanug;
. UPT Sekolah Dasar Negeri 32 Pinrang berkedudukan
Duampnnuu.
UPT Sekolah Dasur Negen 36 Piirany berkedudukan
Duampanua: '
UPT Sekolah Dasar Negeri 38 Pinrung berkedudukan
Duampanua; 7
UPT Sekolah Dasar « Regeri 39 Piarang berkedudukan
Duampanya: ¢
UPT Sekolah Dasar Negert 44 Pinrang berledudu ke,
Duampanua;
1. UPT Sekolah Dasar Negeri 45 Pinrang  berkedudukan
Duampanua;
UPT Sekolah Dasar Negeri 46 Finrang berkedudukan
Buampanua;
UPT Sckelah Dasar Negeri 47 Pinrang berkeduduken
Duampanua:
UPT  Sekolah Dasar Negen 48 Pinrang  berkedudukan
Duampanu,




UPT Sekolah Dasar Neger: 133 Pinrang

lwrkrdudukun i Kevaimitan
Puampania

upT Sckolah Dasar Negert 134 Snnusg berkedudukar W ecanmut g,

Duampanua

UPT Sekolah Dasar Neseri 135 Pigyriang herkedudukan o Kevama.
. Duampurniuas;

UPT Sekolah Dasar Negeri 136 Pirang berkedudukan o Kecamatarn

- Dusmpanua;
UPT Sckolulr  Dasyr MNeger:i 137
lampanua;

-] ' Sekolah Dasar Negeri 138 Pinrang herkesadulkig O RKeviman g

Puampanuy;

_ Sekolah Dasar Negeri 134 Pinrany

mpanuea;

5" Sckolah Dasar Neger: 140 Pinrang

Duampanua;

-' Sekolah Dasar Negeri 160 Pinrang

Duampanya:

Sekoiah
Duampanua:

P UPT Sekolah Dasar Negen 176 Pinrang berkedudukan ol Jw:.:umFl.u.
Suampanua;

S¥L Sekolah Dasar Negeri 196 Pinrang berkedudukan ;i

Duampan g, /

#PT Sekolah Dasar Negeri 197 Pinrang berkedudukan
SRmpanua;
BET Sckolah Dasar Negeri 220 Putrang  beckedudakan e Kecurnatas,

SOampanug; -

IPT  Sekolah Dasar Negeri 993 Pinrang  berkedudukan

HPanua;

Puarany berkedudukan oy Khechmag,

berkedudukan dr Kecamatian
berkedudukan thi l\'ccumcltm.

berkedudulean o Kecamat

Dasar Negen 175 Pinrang berkedudukan a Recnmatyy,

Betamasiarn

di Kecamatan

(i Kecamat i

Sekolah Dasar Negeri 224 Pinrang berkedudukan (i Kecamatun
Suampann
B3 Sckolsh Dasar Negeri 261 Pinrang berkedudukan s hecurmiag

-‘A Siakels ua;

Sekolah Dasar Negeni 262 Pinrang
BRI,

Sckolah Dasar Negeri 263 Pinrang berkedudukan di

berkedudukan e Kevnmmnt

kecarnatan

Dasar Negeri 266 Pinrang  berkedudukan e Reornga

i Enpanua;

Sckolah Dasar Negeri 296 Pinrang  berkedudakeoan A Kecumatg
mpanuy; .

‘Sekolah Dasar Negeri 297 Pinrang berkedudukan di Kecamatan
mmno VIS Y

Sckolah Dasar Neger: 298 Plnrang  berkedudukan o eCamuL W,

it :I;iz Dasar Negeri 299 Pinrang  berkedudukan i
35 -¢ li‘;‘ Dasar Negeri Inpres Kamp. Baru berkedudukan di Recamaran
Dasar Negeri Inpres Batu-Batu berkedudukan d Necarnatar
‘g;'Dasarlnprcs Tantu berkedudukan dj Kecamatan Duampanua,
Dasar Negeri 141 Pintang berkedudukan di ke ‘Cantal

e tien gty

=

: Sekolah Dasar Negerl 142 Pinrang berkedudukan di
g,

Kevamatan



85 UPT Sekolah
. Paleteang.
288. UPT' Sekolah
Palereang,
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B UPT Sekolah
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i3, UPT Sekolah
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